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1. Latar belakang

Indonesia merupakan sebuah negara kreisatuan yang berdaulat. Kedaulatan
tertinggi berada di tan,gan"‘r'akrya.t 'dan secara kes'é.llerHan djjalankan oleh Majelis
Permusyawaratan ,Rékyat yang selanjutnya di sebut sebéé-ai (MPR). Hal ini
dinyatalfan‘.dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negér.‘ax\Republik
Indolné/sia Tahun 1945 sebelum diamandemen. Ketentuan ini menjelaskar;'bahwa
k'eréngka demokrasi di Indonesia mewujudkan demokrasi tidak langsung, dan bada
masa itu, sistem pemerintahan Indonesia menganut asas demokrasi perwakilaﬁ.
Seperti tercantum dalam sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oléh
h’,ikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Dengan mengadopsi
as:a»s\ kedaulatan rakyat, Indonesia mengadopsi paradigma demokrasi se_ba'éai
pendékatan dasar pemerintahan negara. Dalam kerangka demokrasi, adalah penting
untuk - memastikan bahwa warga negara terlibat sepenuhnya dalam/.'broses
perencaﬁéan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi"éfektivitas

fungsi kekuaSéanl.

Pemilu muncul sebagai 'solusi"yang layak dalam konteks pelaksanaan
demokrasi tidak langsung atau perwakilan; pemilu berfungsi sebagai mekanisme

melalui mana rakyat memilih individu yang mereka anggap dapat dipercaya untuk

1 Hamirul Poiran, Joko Sunaryo, “Mekanisme Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah,” Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora 1, no. 1 (2021): 137-46.



bertindak atas nama mereka dalam proses pemerintahan. Selain berfungsi sebagai
perwujudan kedaulatan rakyat, pemilu juga merupakan pelaksanaan hak asasi
warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indon/esi'a‘Téhlrm 1945, yang meh‘vyvatakan,A "Setiap warga negara

berhak mempe,roleh' kesempatan yang sama dalam pemerintahan." 2 .

Ke'h‘adiran partai politik merupakan fundamental yang menopan\(;i;aprinsip-
prinsi;) demokrasi.® Partai politik menempati peran penting dan strategis >dalvam
pélaksanaan pemilihan umum, berfungsi sebagai perantara dalam pencalona‘h
kandidat untuk jabatan kepemimpinan atau perwakilan, meskipun ada
kemungkinan bagi individu untuk menempuh jalur independen atau tanpa afiliasi.
Namun demikian, mayoritas kandidat maju melalui mekanisme partai, baik yané
didﬁtgung oleh partai pengusung masing-masing maupun melalui koalisi. Keha'djiran
partai politik memainkan peran krusial dalam membentuk dan mengatur tafanan
sistem‘.ik“negara, berfungsi sebagai saluran bagi aspirasi dan kepenting_ah"antara
pemerintah\"dan warga negara* Partai politik menempati posisi yang"'bénting dan
berakibat dala'r'n setiap kerangka demokratis, karena m_er,eka-» beffungsi sebagai
penghubung penting antararhega"rar da‘h'vrakyatnyas- Hél ini menunjukkan bahwa

partai politik menempati peran yang signifikan dan penting dalam proses pemilihan,

2 Rudianto and Purwanto, “Kajian Hukum Terhadap Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Yang
Sudah Dilantik (Studi Kasus ljazah Palsu Di PN Kraksaan),” Jurnal 1US 08, no. 02 (2020): 71-83.
3 Ravidan Maheer Sulistafando, Aditya Nur Tio Sanda, and Elviandri, “Desain Tata Kelola
Pendanaan Partai Politaik Sebagai Pilar Demokrasi Substantif Dan Kepercayaan Publik,” Andrew
Law Juornal 4, no. 2 (2025): 10-14.

4 Udiyo Basuki, “Parpol, Pemilu Dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Pemilihan
Umum Di Indonesia Perspektif Demokrasi,” Kosmik Hukum 20, no. 2 (2020): 81,
https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321.

5 jimly asshiddigie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi (jakarta: PT
Bhuana Iimu Populer, 2007).
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khususnya mengenai pemilihan wakil untuk Dewan Perwakilan Rakyat yang
selanjutnya di sebut sebagai (DPR). Dapat dinyatakan bahwa partai politik
berfungsi sebagai peserta kunci dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DER) provinsi, dan (DPR) kabupaten/kota.
Ketentuan umum mengen_gi, partai pdlﬂitik‘yahg m‘emenuhi syarat untuk ikut serta
dalam proses pemi_li-h'éln“ menetapkan bahwa partai terseb.u‘tAharus didirikan dan
berhasil d‘i_vefifi‘kaéi oleh Komisi Pemilu Raya (KPU), sesuai dengan,persyaratan
yang (_:)i,iét.ur dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20i7‘<t_entang
Pemﬁillihan Umum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pem.i*lxihan
Dmum). Sebaliknya, peraturan khusus yang mengatur peserta individu dalam
pemilihan legislatif berkaitan dengan anggota aktif partai politik yang ikut serfa
dalam proses pemilihan®. Tak diragukan lagi, situasi ini membebankan kepada para
aﬁggota DPR tingkat tanggung jawab dan kewajiban yang substansial terkait setiép
darr‘{b‘ak politik yang mungkin muncul di masa depan. Dampak potensial ""yang
mungkin dihadapi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih meliputi
kompli‘kas\i hukum apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan undang':undang
yang dapat\di\buktikan di pengadilan umum; selanjutnya, anggota’dévlvan terpilih
juga harus siap: menghadapi kemungkinan digugat secara politik baik oleh partai
politik induk mereka maupun.oléﬁ ‘konvs.titue}n dan prublik yang lebih luas (Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD).

& Putri Yunita and Siti Tiara Maulia, “Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi Di
Indonesia,” Journal of Practice Learning and Educational Development 4, no. 2 (2024): 137-42,
https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.288.
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Di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang selanjutnya disebu/tk UU MD3 merupakan instrumen hukum
organik yang berfungsi se_‘bagai operé/t‘ionél‘ regulasi dari} amanat Pasal 22B UUD
1945. Dalam disku_rsdsﬂhukum tata negara, UU MD3 méh‘empati posisi sentral
sebagai regulas‘i yang mengatur tata kelola, hak, kewajiban, sérta_mekanisme
pembgrhéntian anggota lembaga perwakilan rakyat di tingkat pusat. FOk\l{JS:_kI’USia|
yang/’menjadi pisau analisis dalam penelitian ini tertuju pada Pasal 239 ayétv(l)
huruf ¢ juncto Pasal 239 ayat (2) huruf g UU No. 2 Tahun 2018, yang memberikan
legalitas normatif bagi partai politik untuk mengusulkan pemberhentian antar wakfu
terhadap kadernya yang duduk di parlemen berdasarkan alasan pemberhentian
kéanggotaan dari partai politik sesuai AD/ART masing-masing parpol. Instrumékn
ini ;écara doktrinal dikenal sebagai hak recall, yang menempatkan partai pbiitik
sebagai institusi yang memiliki otoritas pengawasan melekat terhadap angg{o'tanya

demi rhenjaga disiplin organisasi dan stabilitas garis kebijakan partai di I/e’g'j'islatif.

Partai ‘p‘ovlitik memainkan peran sentral dan memiliki pengar‘uh}‘besar dalam
pencalonan anggbté‘dewan _ diiwlndonle.sia} cenderrung_méhempatkan Indonesia
sebagai negara yang menganut model diversifikasi, di mana anggota DPR berperan
sebagai wakil partai politik’- Pergantian Antar Waktu yang selanjutnya di sebut

sebagai PAW dilaksanakan atas permintaan partai politik, dengan istilah yang sering

7 Fitria Maharani Pratiwi, “Problematika Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif
Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD (MD3)
(Studi Terhadap Paw Anggota DPR RI PDIP)” (Universitas Islam Indonesia, 2020).



disebut sebagai recall® Dalam konteks Indonesia, recall ditafsirkan sebagai
pemberhentian atau pengakhiran seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang
selanjutnya di sebut DPR melalui protokol PAW ° Dasar konstitusional untuk
pemberhentian  keanggotaan individu_ \ dalam Dewan Perwakilan Rakyat
diartikulasikan dalam Pasal 228 U'ndéf;g-Uﬁdéhg' Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang "rlléenetapkan, “Anggota Dewan Pe&ékilan Rakyat dapat
diberhent_i,kah <d‘arir jabatannya, syarat dan ketentuannya diatur dehgan undang-
undaqg’.:” Instrumen hukum organik yang menyertainya dituangkan dalarﬂ Undang-
U,ndéng Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU M‘DB_)
dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang kemudian
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atés
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Partai Politik, d|
rﬁ‘ana salah satu entitas yang berwenang mengusulkan pemberhentian tersgbht
beréda. Mengingat kerangka pengaturan ini, memang benar untuk menyéfékan
bahwa partai politik memiliki pengaruh yang cukup besar atas kemampuan. untuk
mencabut_mandat wakil mereka yang berada di parlemen. Mekanisme peﬁbabutan
mandat sehacam itu secara inheren memiliki kapasitas untuk "merongrong

kedaulatan rakyat"demi kedaulatan partai politik.

Dari konflik hukum ini, tecermin dalam sengketa antara Achmad Ghufron
Sirodj atau di sebut sebagai Ra Gopong, anggota DPR-RI terpilih periode 2024—

2029 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV (Jember-Lumajang) secara tidak

8 Ni’matul Huda and M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi Dan Pemilu Pasca-Reformasi (Jakarta:
kencana, 2017).
% 1bid, Ni’matul Huda and Nasef.



langsung dapat perlawanan dari Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
(DPP PKB) di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar. Menjelang pelantikan
resmi DPR-RI, DPP PKB mengeluarkan Surat Keputusan Nomor:
33591/DPP/01/VI11/2024 yang memberhentikan Achmad Ghufron Sirodj dari
keanggotaan partai atas dalil pelanggaréh‘ disiplrirn organisasi sebagaimana diatur
dalam Pasal 18 Anggara"’r{ Désar (AD) dan Pasal 14‘VAyat‘(2) Anggaran Rumah
Tangga (ART) PIKB. Pemecatan sepihak ini berdampak -langsung pada

digulirkahnya proses Pergantian Antar Waktu.

,,»":Studi kasus ini menjadi sangat problematis dan menarik secara akédemis
karena adanya benturan antara hukum materiil dan hukum formil dari parpo‘l...
Secara materiil, unsur pelanggaran disiplin yang dituduhkan dinilai kabur dan tid&k
memenuhi asas due process of law karena dijatuhkan tanpa mekanisme Peringatan
yé_ng di atur di dalam ART PKB mengenai kedisiplinan dan larangan kader di pasal
12 \éyat (1) maupun sidang klarifikasi internal. secara formil, berdasarkan Paéafl‘ 16
Avyat (1) AD PKB! DPP juga memiliki hak prerogatif absolut (discretibnary
power‘)'u\r\]tuk memecat anggotanya. Sengketa ini dibawa ke ranah peradi/!a’ﬁvumum
(Pengadiléﬁ -Negeri Jakarta Selatan Perkara No. 72/Pdt.Sus-Parp6I/2025/PN
JKT.SEL), gudatan ra gopong dinyatakan tidak dapat diterima di karnakan akibat
benturan kompetensi absolu-t'dehg'an I\)I.a-hk'amah PartéiﬂPKB sebagaimana diatur
Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Celah hukum tersebut
yang kemudian dapat meloloskan eksekusi Pergantian Antar Waktu di parlemen.

Dalam hal ini yang melibatkan Muhammad Khoozin atau di sebut sebagai Gus

10 pasal 14-16 Ayat (1) AD-ART,Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (Bali, 2024),").



Khozin sebagai pengganti yang ditunjuk Achmad Ghufron Sirodj mewakili Partai
Kebangkitan Bangsa di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hal ini
mencerminkan kompleksnya praktik PAW dalam kerangka demokrasi perwakilan
Indonesia. Kasus ini tidak hanya menggambarkan pelaksanaan formal mekanisme
PAW melalui keputusan partai, Kohisi Pemilihan Umum, dan berpuncak pada
Keputusan Presidgn,ﬁ fétapi juga mengungkap dimensi pol\i\t‘i.k dan hukum yang
menyertqinyé. <Oleh karena itu, PAW dalam hal ini harus dipandang bU‘kgn sekadar
sebag__a'i’: prosedur administratif, melainkan sebagai proses yang sarat “d_engan

dinamika kekuasaan dalam partai politik®Z.

Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu oleh fraksi politik RA Goponjg
dilaksanakan setelah adanya keputusan pemberhentian yang dikeluarkan oleh PKé,
yang selanjutnya menjadi dasar pokok bagi pengusulan PAW kepada lembaga-
Iefhbaga negara terkait. Namun demikian, timbul komplikasi ketika pemberhen't'i/an
terset;ut masih dalam sengketa hukum oleh pihak yang diberhentikan. I?roses
hukum yang sedang berlangsung, yang belum mencapai putusan yang bers_i,fét tetap
dan berl%ékuatan hukum, menimbulkan perdebatan mengenai Iegitimési PAW,
khususnya seﬁubu_ngan dengan prinsip kepastian hukum dan prosés hukum yang
adil. Skenario ini héh&orbti-adanya kekosongan dalam I;e;rangka regulasi yang
mengatur PAW, di mana proses politik dapat berjalan lebih cepat dari pada

penyelesaian sengketa hukum yang mendasar.

1 Tria Sutrisna and Dani Prabowo, “KPU Tetapkan 5 Pengganti Calon Anggota DPR RI Terpilih
PKB Karena Dipecat,” Kompeas, 2024,
https://nasional.kompas.com/read/2024/09/22/20572211/kpu-tetapkan-5-pengganti-calon-anggota-
dpr-ri-terpilih-pkb-karena-dipecat?page=all.
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Kasus ini menghadirkan tantangan normatif terkait legitimasi perwakilan
politik. Ra Gopong memperoleh mandat langsung dari Masyarakat dalam daerah
pemilihan Jember-Lumajang namun, mandat ini dapat dicabut melalui mekanisme
internal partai politik, tanpa keterlibatan langsung dari pemilih. Skenario ini
menimbulkan konflik antara prrinsip/-kékdaulatarn_ rakyat dan prinsip kedaulatan
partai, yang mengaki.baikén rtampaknya suara per>r‘1‘i‘lih‘ ‘di\subordinasikan pada
penetapan yang dibuat oleh elite partai. Dalam kerangka demokrasi substantif,
situasi _,in'i.. berpotensi menggerogoti kepercayaan publik terhadé‘b*« I‘embaga

perwakilan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu‘.r.\
1945 menegaskan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar.'®" Ketentuan ini merupakan landasan
kb_nstitusional bagi penyelenggaraan sistem demokrasi representatif di Indonegi-a,
di \v"‘n.jana rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi mendelegaéiﬂkan
kekuasaannya melalui mekanisme pemilihan umum kepada wakil-wakilnya di
Iemba‘g'a\perwakilan. Perdebatan mendasar dalam perkara ini adalah Eehftang di
mana batéé' kewenangan partai politik berakhir dan di mana kedaulétan rakyat
dimulai. Mahkémah.K_qnstitusi dalam berbagai putusann_ya,di antaranya Putusan
MK Nomor 22-24/PUU-V1/2008 telah .rﬁehegaska'n bé‘hwa dalam sistem pemilu
proporsional terbuka, suara rakyat memiliki dimensi personal yang tidak dapat

begitu saja direduksi menjadi sekadar suara partai.

12 pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Dengan demikian, apabila seorang calon legislatif telah memperoleh mandat
langsung dari rakyat melalui perolehan suara terbanyak, maka pencabutan mandat
tersebut melalui mekanisme PAW yang cacat secara prosedural bukan hanya
merupakan pelanggaran terhadap hak individu yang bersangkutan, melainkan juga
merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat itu sendiri sebagaimana
diamanatkan Pasal 1 ayat 123 UUD NRI Tahun. 1945. Dalam perspektif
konstitusional yang .ihfégral antara Pasal 1 ayat (2) dan Pase‘ll* 29 ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945,'”Ac;hmad Gufron Siraj sebagai pihak yang telah merﬁbér‘ol\eh mandat
Iangsuné dari rakyat melalui perolehan suara terbanyak adalah pihak ya‘n'g,_secara
k‘onétitusional lebih berhak untuk menduduki kursi Dewan Perwakilan Rékyat
Republik Indonesia, dan penggeserannya melalui PAW yang cacat prosedurail
merupakan bentuk pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat yang merupaka’n

fundamen demokrasi konstitusional Indonesia.

.' Selain itu, kontroversi hukum seputar PAW dalam kasus khusus. ’iﬁi
mendgambarkan bahwa Pergantian Antar Waktu PAW sering kali menjadi titik
fokué .sengketa yudisial, yang mencakup baik pengadilan umum ”m'z.iupun
adminisfr&s__i. Perselisihan ini tidak hanya meliputi masalah yang berkait‘éh dengan
status keangc;jxotaan partai tetapi juga memberikan pengaruh sign‘_i'fikan terhadap
konfigurasi Iembaﬂgé.législatif. Akibatnya, PAW b_erfungSi'éebagai persimpangan
antara kerangka hukum dan dinamika politik, di mana penentuan politik yang dibuat
oleh sebuah partai memiliki dampak hukum yang luas dan dapat menimbulkan

ketidakstabilan institusional.



Berdasarkan analisis tersebut, peristiwva Gus Khozin menggantikan Ra
Gopong memperkuat pernyataan bahwa mekanisme PAW di Indonesia memerlukan
evaluasi kritis yang menyeluruh, mencakup baik kerangka hukum maupun
pelaksanaannya secara politis. ldealnya, PAW tidak hanya harus menjamin
kepastian administratif dan stabilitas lembaga legislatif tetapi juga harus
menjunjung prinsip-pringipAdemokré;sif, mel‘ihdim'gi"hak konstitusional para wakil,
serta menghormati _ke'hvéndak pemilih. Oleh karena itu, peméﬁksaan terhadap kasus
ini relevan u’ht'urk menilai sejauh mana praktik PAW kontempore‘r. Sélar\as dengan

prinsip”demokrasi perwakilan dalam kerangka negara hukum Negara Indoﬁe_sia.

1';'2)Permasalahan
Berdasarkan pada latar belakang di atas, dapat di rumuskan permasalahah
sebagai berikut:
a. Apakah Pergantian Antar Waktu Anggota DPR-RI dari Gufron Siraj kepada
Muhammad Khozin sah menurut Hukum ? |
b Bagaimana akibat Hukum Pergantian Antar Waktu DPR-RI dari G.ufron
| . Siraj kepada Muhammad Khozin Tersebut ? |
1.3 Tuju\an\__ Penelitian
a. Untuk-\l\(lengetahui Pergantian Antar Waktu Anggota Dewah Perwakilan
Rakyat Repﬂubwl-ik"lndon,esia_dari Gufron Siraj kepada Muhammad Khozin sah
menurut Hukum.
b. Untuk Mengetahui akibat Hukum Pergantian Antar Waktu Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia dari Gufron Siraj kepada Muhammad Khozin

Tersebut.
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1.4 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini nantinya di harapkan memberikan manfaat sebagai berikut:
a. Manfaat Secara Teoritis
Teks ini dapat ‘d'igl'Jna’k(an se‘b.avgrai' bahan bacaan ilmiah, khususnya
bagi mahasviswvé yang mempelajari Hukum Tata Né’gara, dan juga dapat
berfu’hgéi sebagai referensi yang relevan mengenai Mekan-i.s‘rhexl?ergantian
”Antar Waktu (PAW) dalam kerangka kelembagaan DPR dari sudu;[ 'bandang

hukum.

b. Manfaat Secara Praktis
Dapat memberikan gambaran menyeluruh kepada masyarakat umurh
tentang kerangka operasional Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana
berkaitan dengan lembaga DPR dari sudut pandang hukum.
1.5 Metode Penelitian
Sebuah penelitian ilmiah harus menggunakan metodologi yang/sesuai
untu\k;menjamin integritas penelitian akademis, karena metodollogj;i‘v tersebut
dapat be‘-rvfu}_ngsi sebagai tolak ukur dalam menilai mutu peneliti_aﬁ.
151 Met(;dé'Péndekatan )
Nilai Signifikansi ilmiah suatu penelitian pada dasarnya berakar pada

penyelesaian permasalahan spesifik yang sedang diselidiki. Signifikansi ini
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bergantung pada pendekatan metodologis yang digunakan. Kerangka
metodologis yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut®®:
a. Pendekatan legislatif (statute approach), yang merujuk pada kerangka
analitis yang mencakup pemeriksaan komprehensif terhadap seluruh
peraturan perundangfundang'én~ya‘ng_relevan dengan masalah hukum
yang sedqng'di'p'eriimbangkan.
b. P'endeka‘tan konseptual (Conceptual Approach), yang dicirikan sebagai
"'.metode analitis yang Dberasal dari perspektif dokffihal yang
dikembangkan dalam bidang ilmu hukum, yang bertujuan meru?hugkan
argumentasi hukum untuk menangani permasalahan hukum ydng
sedang dihadapi. Pendekatan ini berupaya menjelaskan isu-isu pokojk
mengenai Kestratalan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewaﬁ
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dari sudut pandang
hukum. '/
Metodologi kasus yang digunakan dalam penelitian normatif bertujuan
untuk menelaah pelaksanaan norma atau peraturan hukum sebagéimana
terrﬁéhifestasi dalam praksis hukum. Metodologi ini diranca;\g untuk
menghad;ipi kekhawatiran utama yang terkait dengan Keabsaﬁan Pergantian
Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan ‘Perwakilan'Ré'k;/ét Republik Indonesia
(DPR-RI) dari sudut pandang hukum.

1.5.2 Jenis Penelitian

13 Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017).
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Pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini
diklasifikasikan sebagai penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum
Normatif melibatkan pemeriksaan literatur yang ada atau sumber data sekunder
untuk tujuan penyelidikan hukum. Kategori penelitian Yuridis Normatif
dilaksanakan melalui analisis bérbkaxg‘ai'--normav hukum formal, termasuk
kerangka teoretis,,"yéﬁé selanjutnya dikaitkan denga{n* pokok-pokok masalah
yang sedang di’bahas.

/,-'1'.‘5.3 Bahan Hukum
Bahan hukum merupakan data dasar yang digunakan }'unbtuk
pemeriksaan atau penyelesaian masalah dalam suatu kajian ilmiah. Bahéh
hukum yang diperoleh diharapkan dapat menguatkan perumusan proposél
skripsi. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan proposal
skripsi meliputi:
1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang diperoleh mélalui
kétentuan undang-undang dan peraturan yang relevan atau terkait dengéﬁ topik
yang\\ékan dibahas, yaitu*: |

a. nUnda_ng_—Undang Dasar Negara Republik Indgnesia Tahun 1945

b. Undang-undang nomor 2 Tahun 2018 Téﬁténg MPR, DPR,DPD dan

DPRD

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

14 Nasruddin Ady Purwoto, Marina, Metodologi Penelitian Hukum (Banten: PT Sada Kurnia
Pustaka, 2023).
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d. Surat Keputusan Presiden No 156/P Tahun 2024 tentang Peresmian
Pemberhentian dan Pengangkatan Antarwaktu Anggota DPR dan
anggota MPR.

e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2017
Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR, DPD, DPRD
Kabupaten/Kota -

f. AD- ART Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu dengan mempelajari dan ‘rr‘i'e‘mbaca
4 studi pustaka saat ini dan terdahulu, jurnal penelitian, buku-buku méﬁpun
literatur.
1.5.4 Teknik Pengambilan dan Analisis Data
Metode pengumpulan data dalam kajian hukum ini menggunakan pemerlksaan
dokumen dan sumber perpustakaan, yang secara khusus bertujuan menerapkan

pendekatan sistematis untuk penyelidikan dokumen atau bahan.
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